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A B S T R A K 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya partisipasi 
masyarakat dalam program pembangunan berbasis desa di era 
otonomi daerah, meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan 
berbagai kebijakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam 
proses pembangunan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana 
implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa 
serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong 
partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan 
penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan desa di 
Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian studi pustaka melalui pengumpulan data dari 
berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, 
dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi kebijakan pemerintah daerah telah memberikan dampak 
positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat melalui 

musyawarah desa, pemberdayaan masyarakat, dan transparansi program pembangunan. Namun 
demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, 
kurangnya sosialisasi kebijakan, serta keterbatasan sumber daya aparatur desa. Implikasi penelitian 
ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat guna 
mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan. 
 
 A B S T R A C T 

This research is motivated by the suboptimal community participation in village-based development 
programs in the era of regional autonomy, despite the implementation of various policies by local 
governments to encourage community involvement in the development process. The research 
problem is how local government policies are implemented to increase community participation in 
village-based development programs, as well as the factors that support and hinder their 
implementation. This study aims to analyze the implementation of local government policies to 
encourage community participation and identify the supporting and inhibiting factors in the 
implementation of village development programs in Indonesia. The method used is a qualitative 
approach with a literature review. Data were collected from various sources, such as books, scientific 
journals, government regulations, and related documents. The results indicate that the implementation 
of local government policies has had a positive impact on increasing community participation through 
village deliberations, community empowerment, and transparency in development programs. 
However, various obstacles remain, such as low levels of community education, lack of policy 
dissemination, and limited village apparatus resources. The implications of this research indicate the 
need to strengthen coordination between local governments and communities to achieve participatory, 
effective, and sustainable village development. 
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PENDAHULUAN 

Era otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam sistem 

pemerintahan, khususnya dalam hal desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan 

efektivitas pelayanan publik yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, sehingga 

pembangunan tidak lagi bersifat top-down semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan 

partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan.  

Dalam konteks pembangunan berbasis desa, partisipasi masyarakat menjadi elemen yang 

sangat penting karena desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang memiliki 

potensi sumber daya lokal yang besar, namun sering kali belum dioptimalkan secara maksimal 

akibat rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

program pembangunan, sehingga kebijakan pemerintah daerah perlu dianalisis secara 

mendalam. 

Secara teoritis, implementasi kebijakan publik tidak hanya berhenti pada tahap perumusan, 

tetapi juga mencakup proses pelaksanaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 

komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi sebagaimana 

dikemukakan oleh Edward III dalam penelitian (Syafli, 2026) yang menekankan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sinergi antar komponen tersebut, 

sehingga dalam konteks pembangunan desa, keberhasilan program sangat bergantung pada 

bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola kebijakan tersebut agar dapat dipahami, 

diterima, dan dilaksanakan oleh masyarakat desa secara aktif dan partisipatif. Selain itu, menurut 

(Setiawan, 2026) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih menghadapi berbagai 

tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta 

kurangnya pendampingan dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah, yang pada akhirnya 

berdampak pada belum optimalnya hasil pembangunan di tingkat desa. 

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat pada program pembangunan berbasis desa di era otonomi daerah, Apa saja faktor 

pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa, Serta 

bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi 

kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program 

pembangunan berbasis desa.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan 

pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan desa di Indonesia.  

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi 

pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, serta secara praktis dapat menjadi 
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bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas 

partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa agar lebih efektif, inklusif, dan 

berkelanjutan. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka 

(library research), yaitu suatu metode yang berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan 

analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian mengenai implementasi 

kebijakan pemerinh daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program 

pembangunan berbasis desa di era otonomi daerah.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti 

buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta 

dokumen resmi yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pembangunan desa dan partisipasi 

masyarakat, sehingga seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk 

menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Adapun langkah-langkah dalam 

pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan, baik 

dalam bentuk cetak maupun digital, yang membahas tentang kebijakan publik, otonomi 

daerah, pembangunan desa, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

2. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memilah, dan memfokuskan informasi yang 

sesuai dengan tujuan penelitian agar data yang digunakan benar-benar relevan dan 

mendukung analisis. 

3. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi secara 

sistematis berdasarkan konsep-konsep utama seperti implementasi kebijakan, partisipasi 

masyarakat, dan pembangunan berbasis desa. 

4. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan berbagai konsep dan teori 

yang telah dikaji sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi 

kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat desa. 

Dalam kerangka analisis, penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama yang saling 

berkaitan, yaitu konsep kebijakan publik yang menekankan bahwa kebijakan merupakan 

rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

masyarakat, kemudian konsep implementasi kebijakan yang menjelaskan bahwa keberhasilan 

kebijakan sangat ditentukan oleh proses pelaksanaan di lapangan yang dipengaruhi oleh 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan 

oleh Edward III dalam penelitian (Syafli, 2026), serta konsep partisipasi masyarakat yang 

dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa, sehingga ketiga konsep tersebut menjadi 

dasar dalam menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif 
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dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pembangunan berbasis desa di era otonomi 

daerah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat pada Pembangunan Berbasis Desa 

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan berbasis desa di era otonomi 

daerah merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional, karena tidak hanya 

berkaitan dengan pelaksanaan aturan formal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola komunikasi kebijakan, 

menyediakan sumber daya yang memadai, membangun komitmen aparatur pelaksana, serta 

menciptakan struktur birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa, 

sebagaimana dijelaskan oleh Edward III (1980) pada penelitian (Arum, 2025) bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel utama tersebut yang saling 

berhubungan secara sistematis dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di 

lapangan. 

Dalam konteks pembangunan berbasis desa di Indonesia, implementasi kebijakan 

pemerintah daerah pada dasarnya telah diarahkan untuk menciptakan ruang partisipasi yang 

lebih luas bagi masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif seperti 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penguatan peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengelolaan dana desa yang berbasis pada kebutuhan 

masyarakat, namun dalam praktiknya tingkat partisipasi masyarakat masih menunjukkan variasi 

yang cukup signifikan antar daerah, yang disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan, akses 

informasi dan budaya lokal. 

Sejalan dengan itu, (Sony dkk, 2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan 

pembangunan berbasis partisipasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau 

regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses 

pengambilan keputusan, karena partisipasi yang bersifat formalitas tanpa keterlibatan substantif 

justru dapat mengurangi kualitas pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, implementasi 

kebijakan pemerintah daerah dalam konteks ini harus mampu memastikan bahwa masyarakat 

tidak hanya hadir secara fisik dalam forum musyawarah, tetapi juga memiliki kapasitas dan 

keberanian untuk menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam proses pengawasan 

pembangunan.Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai implementasi 

kebijakan tersebut, maka hasil kajian dapat dirangkum dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah  

No Aspek 
Implementasi 

Bentuk Implementasi 
di Lapangan 

Kondisi dan 
Temuan Kajian 

Keterkaitan dengan 
Teori 
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Kebijakan 

1 Komunikasi 
Kebijakan 

Sosialisasi program 
pembangunan melalui 
musyawarah desa dan 
aparatur desa 

Informasi belum 
merata dan masih 
didominasi oleh 
perangkat desa 

komunikasi 
menentukan 
pemahaman kebijakan 

2 Sumber Daya Pengalokasian dana 
desa dan tenaga 
pendamping desa 

Dana cukup 
tersedia, namun 
kapasitas SDM desa 
masih terbatas 

Implementasi efektif 
membutuhkan sumber 
daya memadai 

3 Disposisi 
Pelaksana 

Sikap aparat desa 
dalam mendukung 
program partisipatif 

Sebagian aparat 
mendukung, namun 
masih ada yang 
bersifat administratif 
formal 

Sikap pelaksana 
mempengaruhi 
keberhasilan 
kebijakan 

4 Struktur 
Birokrasi 

Pembentukan BPD dan 
mekanisme 
Musrenbangdes 

Struktur sudah ada, 
namun koordinasi 
belum optimal 

Struktur birokrasi 
menentukan 
efektivitas 
implementasi 

5 Partisipasi 
Masyarakat 

Keterlibatan dalam 
perencanaan dan 
pengawasan 
pembangunan 

Partisipasi 
cenderung pasif dan 
bersifat formalitas 

Partisipasi harus 
bersifat substantif 

Sumber:1. Edward III (1980), 2  (Setiawan 2026), 3 (Mansur, 2021),4 ( Sutmasa, 2021) 

 5 (Mardiasmo 2009). 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa secara normatif implementasi kebijakan 

pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat telah memiliki kerangka yang 

cukup kuat melalui regulasi otonomi daerah dan kebijakan dana desa, namun secara empiris 

masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan realitas di lapangan, di mana partisipasi 

masyarakat belum sepenuhnya bersifat aktif dan kritis, melainkan masih cenderung bersifat 

simbolik dalam forum formal seperti musyawarah desa, sehingga menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, 

aparatur desa, dan masyarakat itu sendiri dalam menciptakan ruang partisipasi yang benar-benar 

inklusif dan berkelanjutan. 

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah 

dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa 

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan berbasis desa di era otonomi 

daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat mendukung 

maupun yang menjadi hambatan, sehingga keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya 

ditentukan oleh aspek regulasi semata, tetapi juga oleh kondisi sosial, kapasitas kelembagaan, 

serta kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.  

Secara umum, faktor pendukung muncul dari adanya kebijakan desentralisasi yang 

memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dan desa untuk mengelola 

pembangunan, sedangkan faktor penghambat lebih banyak berkaitan dengan kondisi internal 

masyarakat dan aparatur desa yang belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan prinsip-prinsip 
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partisipatif secara optimal. 

Pertama, faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya 

regulasi otonomi daerah dan kebijakan dana desa yang memberikan ruang fiskal dan 

kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat, sehingga secara teoritis kondisi ini 

sejalan dengan prinsip desentralisasi yang dikemukakan oleh (Latif & Soleman, 2024) yang 

menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan apabila dilaksanakan secara efektif. Selain itu, meningkatnya 

akses teknologi informasi juga menjadi faktor pendukung penting karena memudahkan 

penyebaran informasi pembangunan desa, meskipun tingkat pemanfaatannya masih belum 

merata di seluruh wilayah desa. 

Kedua, faktor pendukung lainnya adalah adanya komitmen pemerintah daerah dan 

pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat melalui forum musyawarah desa, 

pendampingan program, serta pelibatan lembaga kemasyarakatan desa seperti Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), yang secara konseptual sejalan dengan pendapat (Harahap dkk, 

2024) bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat apabila pemerintah mampu menciptakan 

ruang interaksi yang terbuka, komunikatif, dan inklusif dalam proses pembangunan. 

Namun demikian, di sisi lain terdapat berbagai faktor penghambat yang cukup signifikan 

yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, di antaranya adalah 

rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya partisipasi 

dalam pembangunan, sehingga masyarakat cenderung bersikap pasif dan menyerahkan seluruh 

proses pengambilan keputusan kepada aparat desa. kondisi ini sejalan dengan temuan Cohen 

dan Uphoff  dalam penelitian (Ayu Vernanda, 2025) yang menyatakan bahwa partisipasi 

masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kesadaran, serta akses terhadap 

informasi pembangunan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa 

juga menjadi hambatan serius dalam mengelola program pembangunan secara profesional, 

transparan, dan akuntabel, sehingga sering kali terjadi ketidakefisienan dalam pelaksanaan 

program di lapangan. 

Selanjutnya, kurang optimalnya sosialisasi kebijakan dari pemerintah daerah kepada 

masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang cukup dominan, karena informasi mengenai 

program pembangunan sering kali tidak tersampaikan secara menyeluruh, sehingga 

menimbulkan kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya 

berdampak pada rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. 

Selain itu, faktor budaya lokal juga turut mempengaruhi pola partisipasi masyarakat, di mana 

dalam beberapa kasus masih ditemukan budaya paternalistik yang membuat masyarakat lebih 

cenderung mengikuti keputusan aparat desa tanpa adanya kritik atau masukan yang konstruktif. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan tabel faktor pendukung dan 

penghambat implementasi kebijakan: 
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Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan 

Berbasis Desa 

No Faktor Pendukung Faktor Penghambat 

1 Adanya regulasi otonomi daerah yang 
memberikan kewenangan luas kepada desa 

Rendahnya tingkat pendidikan 
masyarakat desa 

2 Dukungan dana desa yang meningkatkan 
kapasitas pembangunan 

Kurangnya pemahaman masyarakat 
terhadap kebijakan pembangunan 

3 Pemanfaatan teknologi informasi dalam 
penyebaran informasi 

Sosialisasi kebijakan yang belum merata 

4 Komitmen pemerintah daerah dan desa dalam 
pembangunan partisipatif 

Keterbatasan kapasitas aparatur desa 

5 Keterlibatan lembaga desa seperti BPD Budaya masyarakat yang cenderung 
pasif dan paternalistik 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah 

daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan berbasis desa pada 

dasarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk berhasil, namun keberhasilannya sangat 

bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada, 

terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan komunikasi 

kebijakan, serta perubahan pola pikir masyarakat agar lebih aktif dan kritis dalam proses 

pembangunan, sehingga pembangunan desa dapat benar-benar bersifat partisipatif, 

berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. 

 

 

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah 

dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa 

Berdasarkan hasil kajian pustaka, berbagai faktor penghambat implementasi kebijakan 

pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan berbasis 

desa perlu diatasi melalui upaya yang terencana dan berkelanjutan. Hambatan seperti rendahnya 

tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan kapasitas aparatur 

desa, serta budaya masyarakat yang masih pasif dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan 

pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu 

melakukan berbagai langkah strategis agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam setiap 

tahapan pembangunan desa. 

Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas sosialisasi dan 

komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Informasi mengenai program pembangunan desa 

harus disampaikan secara terbuka, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat melalui berbagai media komunikasi, baik secara langsung melalui musyawarah desa 

maupun melalui media digital dan media informasi desa. Menurut Edward III dalam penelitian 

(Cahyono, 2026) komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan karena masyarakat harus memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme 

pelaksanaan kebijakan agar dapat berpartisipasi secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan 
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intensitas sosialisasi akan membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan 

masyarakat. 

Upaya kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat melalui 

pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rendahnya tingkat pendidikan 

sering menjadi penyebab masyarakat kurang memahami pentingnya keterlibatan dalam 

pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff dalam penelitian (Ayu Vernanda, 2025), tingkat 

partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan 

masyarakat dalam memahami proses pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu 

menyelenggarakan program pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan masyarakat secara 

berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyampaikan aspirasi serta 

mengawasi jalannya pembangunan desa. 

Upaya ketiga adalah memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pelatihan administrasi 

pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa yang 

memiliki kompetensi tinggi akan lebih mampu melaksanakan kebijakan secara profesional, 

transparan, dan akuntabel. Menurut (Kaseng, 2023) peningkatan kapasitas kelembagaan desa 

merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif dan 

efektif. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur desa akan mendukung terciptanya 

hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. 

Upaya keempat adalah memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan 

partisipasi masyarakat. Perkembangan teknologi dapat digunakan untuk menyebarluaskan 

informasi pembangunan, laporan penggunaan dana desa, jadwal musyawarah desa, serta 

berbagai program pemerintah yang sedang dilaksanakan. Menurut (Pribadi et al, 2025) 

pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.  

Upaya kelima adalah memperkuat peran lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta organisasi 

kemasyarakatan lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi jembatan 

komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dapat 

tersalurkan dengan baik. Menurut (Azkiya & Kriswanto, 2024) keterlibatan lembaga masyarakat 

dalam pembangunan mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat karena masyarakat 

memiliki wadah yang jelas untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya. 

Selain itu, pemerintah desa perlu membangun budaya partisipatif melalui pendekatan yang 

lebih inklusif dan demokratis. Budaya paternalistik yang masih berkembang di beberapa desa 

menyebabkan masyarakat cenderung menerima keputusan pemerintah tanpa memberikan 

masukan yang konstruktif. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menciptakan lingkungan yang 

mendorong masyarakat untuk berani menyampaikan pendapat, kritik, dan saran dalam setiap 

proses pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formalitas, 

tetapi benar-benar menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. 
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Tabel 3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah 

No Faktor Penghambat Upaya Mengatasi 

1 Rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakat 

Melaksanakan pelatihan, penyuluhan, dan 

program pemberdayaan masyarakat secara 

berkelanjutan 

2 Kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap kebijakan pembangunan 

Meningkatkan sosialisasi kebijakan melalui 

musyawarah desa dan media informasi desa 

3 Sosialisasi kebijakan belum merata Memanfaatkan teknologi informasi dan media 

digital desa untuk penyebaran informasi 

4 Keterbatasan kapasitas aparatur 

desa 

Menyelenggarakan pelatihan manajemen 

pemerintahan dan pengelolaan pembangunan 

desa 

5 Budaya masyarakat yang pasif dan 

paternalistik 

Mendorong forum diskusi partisipatif dan 

memperkuat peran lembaga desa 

Sumber: 1(Valentina et al ,2024) ,2( Herman et al 2024), 3( Mozin & Tantu ,2025), 

4 (Siregar & Suryani ,2025), 5( Kaesang, 2023). 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa upaya mengatasi faktor penghambat 

implementasi kebijakan pemerintah daerah memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, 

pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan 

berbasis desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan anggaran, tetapi juga oleh 

kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat 

komunikasi kebijakan, memanfaatkan teknologi informasi, serta membangun budaya partisipatif 

yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pembangunan. 

Dengan demikian, tujuan pembangunan desa yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan dapat 

diwujudkan secara lebih optimal. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pemerintah 

daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan berbasis desa 

di era otonomi daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

pada program pembangunan berbasis desa telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya 

optimal. Hal ini terlihat dari adanya berbagai kebijakan dan mekanisme partisipatif yang telah 

diterapkan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penguatan 

peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengelolaan dana desa yang melibatkan 

masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat 

masih cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan yang 

aktif, kritis, dan substantif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan 

pembangunan desa. 

Faktor pendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan 
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partisipasi masyarakat meliputi adanya regulasi otonomi daerah yang memberikan kewenangan 

lebih luas kepada pemerintah desa, dukungan dana desa yang cukup memadai, pemanfaatan 

teknologi informasi sebagai media penyebaran informasi pembangunan, komitmen pemerintah 

daerah dan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan partisipatif, serta keterlibatan 

lembaga desa seperti BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Sementara itu, faktor 

penghambat yang masih ditemukan antara lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, 

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pembangunan, belum optimalnya 

sosialisasi kebijakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta budaya 

masyarakat yang masih bersifat pasif dan paternalistik. 

 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi 

kebijakan adalah dengan meningkatkan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada 

masyarakat secara berkelanjutan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia masyarakat 

melalui pendidikan dan pemberdayaan, meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui 

pelatihan dan pendampingan, memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transparansi 

dan penyebaran informasi pembangunan, serta memperkuat peran lembaga kemasyarakatan 

desa dalam membangun budaya partisipatif. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkat sehingga tujuan pembangunan yang 

efektif, inklusif, dan berkelanjutan dapat tercapai. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi 

dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis desa. 

Selain itu, pemerintah daerah perlu memperluas sosialisasi kebijakan pembangunan 

agar informasi dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 

2. Bagi Pemerintah Desa, perlu meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi 

terkait program pembangunan, penggunaan dana desa, serta hasil pembangunan yang 

telah dilaksanakan. Pemerintah desa juga perlu menciptakan ruang partisipasi yang 

lebih inklusif agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. 

3. Bagi Masyarakat Desa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasinya 

dalam berbagai program pembangunan desa, tidak hanya sebagai penerima manfaat 

tetapi juga sebagai pelaku pembangunan yang aktif dalam memberikan masukan, 

pengawasan, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan secara 

langsung pada desa atau daerah tertentu agar diperoleh data empiris yang lebih 

mendalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dan tingkat partisipasi 
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masyarakat dalam pembangunan berbasis desa, sehingga dapat melengkapi hasil 

penelitian yang menggunakan metode studi pustaka. 
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